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LEMBAR EKSEKUTIF 

 

RONY SAFRI TRIJUNIYANTO. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Program Studi S1 Manajemen, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2019. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu syarat kelulusan mahasiswa 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk menyesuaikan studinya sebelum menulis 

skripsi. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan untuk 

meningkatkan wawasan dan memperoleh pengalaman kerja bagi mahasiswa 

sesuai dengan latar belakang Program Studi masing-masing. 

PKL dilaksanakan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian 

Pertanian berlokasi di kantor pusat Kementerian Pertanian Jalan Harsono RM 

No.3. Praktikan di tempatkan pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan. 

Pelaksanaan PKL selama dua bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus sampai 28 

September 2018. 

Tugas Praktikan selama PKL meliputi pelaksanaan kegiatan membuat kertas kerja 

inventarisasi kendaraan dinas roda empat, melakukan revaluasi, melakukan rekap 

laporan hasil inventarisasi dan membuat akun 526. 

Kata kunci: Praktik Kerja Lapangan (PKL), Sekretariat Direktorat Jenderal 

Perkebunan, inventarisasi, revaluasi, akun 526  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

RONY SAFRI TRIJUNIYANTO. Field Work Practical Report at Secretariat of 

The Directorate General of Plantations. Bachelor Degree of Management, 

Faculty of Economic, Universitas Negeri Jakarta, 2019. 

The Field Work Practical is one of the terms of the Universitas Negeri Jakarta 

(UNJ) student graduation to adjust his course before the thesis writing. 

Implementation of the Field Work Practical is to improve insights and gain work 

experience for students with appropriate background Courses respectively. 

The Field Work Practical held at the Secretariat of the Directorate General of 

Plantations of the Ministry of Agriculture is located in the Central Office of the 

Ministry of Agriculture Road Harsono RM No.3. Practicant placed on the Part of 

Finance and Equipment. Implementation of the Field Work Practical is over the 

past two months since the August 1st until September 28th 2018. 

The tasks given to the Practicant are: making a paper work for vehicle inventory, 

doing a reevaluation, doing an inventory report recap and making account 526. 

Keywords: Field Work Practical, the Secretariat of the Directorate General of 

Plantations, inventory, reevaluation, account 526 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

        Perkembangan teknologi dan informasi dalam era globalisasi membuat 

persaingan usaha semakin kompetitif. Agar dapat tetap terus bertahan dalam 

persaingan usaha, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan ahli 

di bidangnya.  Namun, tidak semua lulusan dari Perguruan Tinggi memiliki 

keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan. Akibatnya, banyak 

lulusan Perguruan Tinggi yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan 

untuk masuk ke dalam dunia kerja.  

        Dunia kerja merupakan gambaran tentang beberapa jenis dan proporsi 

pekerjaan yang ada seperti dalam bidang pertanian, usaha dan perkantoran, 

rekayasa, kesehatan, militer kemasyarakatan, kerumah tanggaan, dan seni 

budaya. Dalam era globalisasi, seluruh bidang di dalam dunia kerja dan industri 

berusaha meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja sehingga membutuhkan 

sumber daya yang kompeten. Oleh karena itu, para pencari kerja memerlukan 

kesiapan sebelum masuk ke dalam dunia kerja. Kesiapan adalah segala sesuatu 

yang harus disiapkan sebelum melaksanakan sesuatu untuk mencapai suatu 

tujuan. Untuk itu, kesiapan memasuki dunia kerja memerlukan pengetahuan 

tentang gambaran orang-orang  yang bekerja pada suatu bidang pekerjan tertentu.  
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        Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN) di Jakarta mewajibkan mahasiswanya melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL). Pelaksanaan PKL bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan 

memperoleh pengalaman kerja bagi mahasiswa sesuai dengan latar belakang 

Program Studi masing-masing. Dengan adanya PKL, diharapkan mahasiswa 

memperoleh keterampilan, kesiapan dan pengalaman kerja yang dibutuhkan 

sebelum masuk ke dalam dunia kerja.  

Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi–UNJ mewajibkan 

mahasiswanya melaksanakan kegiatan PKL sesuai dengan konsentrasi bidang 

studinya. Hal ini agar ilmu yang diperoleh semasa kuliah dapat diterapkan secara 

optimal di dalam dunia kerja. Pada kesempatan ini, Praktikan melakukan kegiatan 

PKL di Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal 

Perkebunan Kementerian Pertanian.  

B. Maksud dan Tujuan PKL         

        Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) antara lain: 

        1) Maksud Praktik Kerja Lapangan. 

a. Melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang dimiliki oleh 

Kementerian Pertanian.   

b. Melakukan pencatatan aktiva tetap yang dimiliki oleh Kementerian 

Pertanian berupa kendaraan ke dalam kertas kerja Inventarisasi. 

c. Melakukan pencatatan belanja barang akun 526. 
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d. Mempelajari dan memahami manajemen aset, khususnya manajemen 

terhadap aktiva tetap yang berguna sebagai dasar penyusunan neraca 

dalam akuntansi dan manajemen keuangan.  

        2) Tujuan PKL. 

a. Memperoleh pengalaman melakukan pekerjaan penilaian kembali 

aktiva tetap yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian.   

b. Memperoleh pengalaman melakukan pekerjaan pencatatan aktiva tetap 

yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian berupa kendaraan ke dalam 

kertas kerja Inventarisasi. 

c. Memperoleh pengalaman membuat akun 526. 

d. Memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai ruang lingkup 

pekerjaan dalam bidang  manajemen keuangan.  

C. Kegunaan PKL 

        Adapun kegunaan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

antara lain: 

        1) Kegunaan bagi Praktikan. 

a. Memperoleh wawasan baru tentang segala proses kerja di Bagian 

Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal 

Perkebunan Kementerian Pertanian. 

b. Mengetahui kekurangan, keterampilan dan keahlian yang belum 

dikuasai oleh Praktikan dalam bidang ilmu manajemen keuangan. 
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c. Memperoleh pengalaman melakukan manajemen aset terhadap aktiva 

tetap yang dimiliki Kementerian Pertanian. 

        2) Kegunaan bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Membuka peluang kerjasama antara Universitas dengan instansi atau 

perusahaan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 

kemudian hari. 

        3) Kegunaan bagi Kementerian Pertanian 

a. Realisasi dari adanya fungsi dan tanggung jawab sosial kelembagaan. 

b. Pihak Kementerian Pertanian terbantu oleh peserta Praktik Kerja 

Lapangan. 

D. Tempat PKL 

Nama instansi : Kementerian Pertanian Republik Indonesia 

Alamat  : Jalan Harsono RM no.3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 

Telepon : (021) 7815380 

Situs     : http://ditjenbun.pertanian.go.id  

        Alasan Praktikan memilih Kementerian Pertanian dikarenakan ingin 

mengetahui proses kerja bagian keuangan khususnya dalam instansi milik 

pemerintah.  
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E. Jadwal Waktu PKL 

        Jadwal waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Praktikan terdiri 

dari beberapa rangkaian tahapan, yaitu: tahap persiapan, pelaksanaan dan 

pelaporan. Rangkaian tahapan tersebut antara lain: 

        1) Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan, Praktikan mencari perusahaan melalui situs 

pencari kerja serta datang langsung ke beberapa perusahaan dan instansi 

pemerintah untuk bertanya mengenai lowongan magang di bidang 

keuangan. Setelah itu, Praktikan menyiapkan berbagai berkas yang 

diperlukan untuk melamar pekerjaan seperti curriculum vitae (CV), surat 

lamaran kerja dan surat permohonan PKL yang dibuat oleh pihak kampus. 

Kemudian, Praktikan mengirimkan berkas-berkas tersebut kepada 

perusahaan dan instansi yang membutuhkannya.  

Pada tanggal 18 Juli 2018 Praktikan menyerahkan berkas-berkas 

(Surat permohonan izin PKL, CV dan Proposal PKL) langsung ke kantor 

pusat Kementerian Pertanian. Tanggal 25 Juli 2018 Praktikan menerima 

panggilan bahwa Praktikan diterima magang di Direktorat Jendral 

Perkebunan Kementerian Pertanian dan Praktikan diminta datang pada 

tanggal 1 Agustus 2018 untuk penempatan kerja.  
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        2) Tahap Pelaksanaan 

Selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan, Praktikan 

ditempatkan di Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat 

Jenderal Perkebunan. Praktikan melaksanakan PKL selama dua bulan atau 

40 hari kerja, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 28 

September 2018. 

Praktikan melakukan kegiatan PKL dari hari Senin sampai dengan 

Jumat, dimulai dari pukul 08.00–15.00 WIB dengan waktu istirahat selama 

satu jam yaitu pada pukul 12.00–13.00 WIB. 

        3) Tahap Pelaporan 

Pada tahap pelaporan Praktikan diwajibkan untuk membuat 

Laporan Praktik Kerja Lapangan sebagai bukti telah melaksanakan 

kegiatan PKL. Pembuatan laporan ini merupakan salah satu syarat untuk 

lulus dalam mata kuliah PKL yang menjadi syarat kelulusan untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. Laporan ini berisi hasil pengamatan dan pengalaman 

Praktikan selama masa PKL di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan 

Kementerian Pertanian. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah  

        Sumber daya alam Indonesia yang kaya dipengaruhi oleh faktor 

keadaan alam Indonesia yang beriklim tropis dan letak geografis di antara 

dua benua, Asia dan Australia serta dua samudra, Samudra Pasifik dan 

Samudra Hindia. Sehingga sektor pertanian di Indonesia menjadi sektor 

penting bagi perekonomian bangsa. Oleh karena itu, Indonesia dikenal 

sebagai negara agraris dengan berbagai produk dari usaha pertanian, 

perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. 

        Pada masa pendudukan Belanda, pada tanggal 1 Januari 1905 

didirikan sebuah Departemen yang menangani bidang pertanian 

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 

23 September 1904 No.20/Staatsblaad/982 yang didasarkan pada Surat 

Keputusan Raja Belanda No.28 tanggal 28 Juli 1904 (Staatsblaad No.380). 

Direktur Pertama Departemen Pertanian adalah Dr. Melchior Treub. Pada 

masa penjajahan Belanda urusan pertanian ditangani oleh Departement 

van Landbouw (1905), Nijverheid en Handel (1911) dan Departement van 

Ekonomische Zaken (1934). 
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        Sedangkan pada masa pendudukan Jepang, Gunseikanbu Sangyobu 

yang berperan dalam menangani urusan pertanian. 

        Sejak 19 Agustus 1945, sektor pertanian berada di bawah 

Kementerian Kemakmuran yang merupakan kabinet pertama Republik 

Indonesia setelah kemerdekaan, dengan Ir. R.P.Surachman Tjokroadisurjo 

sebagai Menteri Kemakmuran pertama. Dikarenakan situasi Indonesia 

pada saat itu masih kacau oleh kedatangan tentara Belanda, Kementerian 

Kemakmuran mendirikan cabang di Magelang yang dipimpin oleh R. M. 

Reksohadiprojo. Pada bulan Juli 1947, kantor dipindahkan ke Borobudur 

kemudian beralih ke Yogyakarta. 

        Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Departemen 

Pertanian berubah menjadi Kementerian Pertanian. 

1) Visi dan Misi Kementerian Pertanian 

1) Visi: Terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.   

2) Misi: 

1) Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi. 

2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas 

pertanian. 

3) Mewujudkan kesejahteraan petani. 

4) Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, 

akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi. 
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B. Struktur Organisasi 

 
Gambar II.1. Struktur organisasi  Kementerian Pertanian. 

Sumber: Kementerian Pertanian. 

 
Gambar II.2. Struktur organisasi  Direktorat Jenderal Perkebunan. 

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan. 
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Gambar II.3. Struktur organisasi Sekretariat Direktorat jenderal 

Perkebunan. 

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. 

        Struktur organisasi dapat diartikan sebagai suatu kerangka kerja 

formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan 

dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Struktur Organisasi 

mempunyai banyak fungsi diantaranya ialah untuk memperjelas tanggung 

jawab, kejelasan kedudukan, kejelasan mengenai jalur hubungan, serta 

kejelasan mengenai uraian tugas. Adanya Struktur Organisasi yang jelas 

dapat mempermudah semua orang dalam organisasi untuk berkoordinasi. 

        Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan salah satu unit 

kerja di dalam lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan. Struktur organisasi 

Direktorat Jenderal Perkebunan diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian 

Republik Indonesia nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang 
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organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian. Direktorat Jenderal 

Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 

Pertanian. Direktorat Jenderal Perkebunan dipimpin oleh Direktur 

Jenderal. 

        Penjelasan mengenai fungsi, tugas dan unit kerja yang ada di dalam 

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menurut Peraturan Menteri 

Pertanian Republik Indonesia nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 

tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Sekretariat Direktorat Jenderal. 

        Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan 

pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di 

lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.  

        Sekretariat Direktorat Jenderal memiliki fungsi: 

1) Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta 

kerja sama di bidang perkebunan; 

2) Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; 

3) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, 

pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan 

peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan 

masyarakat serta informasi publik; 
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4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian 

layanan rekomendasi di bidang perkebunan; 

5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat 

Jenderal Perkebunan; dan 

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal 

Perkebunan. 

        Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka Sekretariat 

Direktorat Jenderal dibagi atas beberapa Bagian, yaitu: 

1) Bagian Perencanaan; 

2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 

3) Bagian Umum; 

4) Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi; dan 

5) Kelompok Jabatan Fungsional. 

2) Bagian Perencanaan. 

        Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi, dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta 

kerja sama di bidang perkebunan.  

        Bagian Perencanaan memiliki fungsi: 

1) Penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana, program di 

bidang perkebunan; 

2) Penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang 

perkebunan; dan 
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3) Penyiapan penyusunan kerja sama di bidang perkebunan. 

        Bagian Perencanaan terdiri atas beberapa Subbagian, yaitu: 

1) Subbagian Program, mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan rencana dan program di bidang perkebunan. 

2) Subbagian Anggaran, mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan anggaran di bidang perkebunan. 

3) Subbagian Kerja Sama, mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan kerja sama di bidang perkebunan.  

3) Bagian Keuangan dan Perlengkapan. 

        Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan.  

        Bagian Keuangan dan Perlengkapan memiliki fungsi: 

1) Pelaksana urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan 

pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah 

membayar; 

2) Pelaksana urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak 

lanjut hasil pengawasan; dan 

3) Pelaksana urusan perlengkapan. 
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        Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas beberapa 

Subbagian, yaitu: 

1) Subbagian Perbendaharaan, mempunyai tugas melakukan urusan 

perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan 

bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar. 

2) Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil 

Pengawasan, mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan 

verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan. 

3) Subbagian Perlengkapan, mempunyai tugas melakukan urusan 

perlengkapan.  

4) Bagian Umum. 

        Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan 

penyusunan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan 

kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, 

pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan 

tata usaha dan rumah tangga.  

        Bagian Umum memiliki fungsi: 

1) Penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan 

reformasi birokrasi, serta pelaksanaan urusan kepegawaian; 

2) Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, 

litigasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi 

publik serta urusan perpustakaan; dan 
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3) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 

        Bagian Umum terdiri atas beberapa Subbagian, yaitu: 

1) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian, mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan organisasi, 

tata laksana, dan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan urusan 

kepegawaian. 

2) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan 

perundang-undangan, litigasi hukum dan pelaksanaan hubungan 

masyarakat, serta informasi publik dan urusan perpustakaan. 

3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, mempunyai tugas 

melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.  

5) Bagian Evaluasi dan Pelayanan Rekomendasi. 

        Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi mempunyai tugas 

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan 

kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang 

perkebunan.  

        Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi memiliki fungsi: 

1) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di 

bidang perkebunan; 
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2) Pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta 

laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perkebunan; 

dan 

3) Pemberian layanan rekomendasi di bidang perkebunan. 

        Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi terdiri atas beberapa 

Subbagian, yaitu: 

1) Subbagian Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di 

bidang perkebunan. 

2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan 

analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan 

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perkebunan. 

3) Subbagian Layanan Rekomendasi, mempunyai tugas melakukan 

pemberian layanan rekomendasi di bidang perkebunan.  

6) Kelompok Jabatan Fungsional. 

        Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

        Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang 

keahliannya masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional 

senior yang ditunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan. 
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        Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan menempatkan pejabat 

fungsional pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing 

jabatan fungsional. Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja.  

C. Kegiatan Umum  

        Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 

2015, Kegiatan Umum Kementerian Pertanian yaitu mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk 

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 

        Jika kegiatan umum Kementerian Pertanian dikaitkan dengan  unsur 

bauran pemasaran/marketing mix perusahaan jasa yang terdiri dari 7P 

(Product, Price, Place, Promotion, People, Process dan Physical 

Evidence) maka penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Product (The Service)/Produk atau Jasa. 

        Jasa yang diberikan oleh Kementerian Pertanian sebagai salah 

satu instansi pemerintah adalah membantu pengelolaan pemerintahan 

di bidang pertanian serta memberikan perhatian lebih terhadap 

kesejahteraan petani. kondisi hidup yang layak bagi petani dan 

keluarganya sebagai aktor utama pelaku usaha pertanian yang 

diperoleh dari kegiatan di lahan  dan usaha yang digelutinya 

merupakan prioritas utama demi terciptanya ketahanan pangan. 
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2) Price/Harga. 

        Jika dikaitkan dengan Kementerian Pertanian, maka tujuan 

utama penerapan harga adalah untuk menetapkan harga produk hasil 

pertanian yang hasilnya dapat membantu mensejahterakan petani dan 

sekaligus menciptakan ketahanan pangan. 

3) Place/Lokasi Usaha. 

        Kementrian Pertanian sebagai salah satu instansi pemerintah 

memiliki jangkauan kegiatan usaha/layanan ke seluruh wilayah 

Indonesia. Terdapat kantor pusat di Ibukota dan kantor-kantor cabang 

satuan kerja yang tersebar di setiap Provinsi di Indonesia membuat 

akses kepada publik menjadi maksimal. Publik merupakan sasaran 

utama dan fokus utama dari setiap lembaga yang melayani 

kepentingan masyarakat. 

4) Promotion/Strategi Promosi. 

        “Promosi” dalam pandangan Kementerian Pertanian yaitu 

menyampaikan program-program pembangunan sektor pertanian 

yang berguna bagi pembangunan sektor pertanian di Indonesia dan 

pihak-pihak yang terlibat di dalam aktivitas sektor pertanian. 

5) People/Sumber Daya Manusia (SDM). 

        SDM yang berkerja di dalam lingkup Kementerian Pertanian 

mayoritas merupakan Pegawai Negeri Sipil yang dalam perekrutan 
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dan seleksinya melalui proses yang ketat dan menghasilkan SDM 

terbaik yang mempunyai kinerja tinggi. 

6) Process/Layanan Bisnis. 

        Layanan Kementerian Pertanian dilakukan dan dikerjakan oleh 

para Pegawai Negeri Sipil. Layanan yang mereka lakukan mayoritas 

adalah program-program pembangunan yang membutuhkan 

kesungguhan, komitmen dan kepercayaan diri untuk mencapainya. 

Keberhasilan program pembangunan yang sudah ditetapkan oleh 

Pemerintah tergantung kepada kinerja, kapabilitas dan komitmen para 

pegawai Kementerian Pertanian dalam mencapai sasaran 

pembangunan yang cepat dan konsisten. 

7) Physical Evidence/Bukti Fisik. 

        Physical evidence miliki arti yang penting bagi instansi 

pemerintah. Desain kantor dapat mempengaruhi kegiatan umum di 

dalam instansi Pemerintah. Gedung yang luas dan dilengkapi dengan 

berbagi macam teknologi penunjang dapat meningkatkan kinerja. 

Bukan hanya gedung, Kementerian Pertanian mempunyai aset 

lainnya yaitu: tanah, bangunan, jalan dan irigasi yang digunakan 

untuk mempermudah aktivitas pertanian. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja 

        Selama pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kementerian 

Pertanian, Praktikan ditempatkan di Bagian Keuangan dan Perlengkapan 

Sekretariat Direktorat Jendral Perkebunan.  Tugas yang dilakukan oleh Praktikan 

selama pelaksanaan kegiatan PKL antara lain: 

1) Melakukan rekap laporan hasil inventarisasi. 

2) Melakukan revaluasi barang tidak ditemukan (BA-06) dan (BA-08C). 

3) Membuat kertas kerja inventarisasi kuasa pengguna barang. 

4) Membuat akun 526. 

5) Menempelkan stiker ke barang baru untuk di Sekretariat Direktorat 

Jenderal Perkebunan. 

B. Pelaksanaan Kerja 

        Penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang 

dilakukan oleh Praktikan selama dua bulan tertera pada lampiran secara rinci. 

Berikut ini adalah penjelasan dari tugas yang diberikan: 
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        1) Melakukan rekap laporan hasil inventarisasi. 

        Inventarisasi  adalah  kegiatan  untuk melakukan pendataan, 

pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah. 

Tujuan inventarisasi dilakukan agar aset yang ada di suatu instansi 

pemerintah dapat dikontrol dengan baik sehingga bisa meminimalisir 

masalah yang muncul akibat aset yang tidak tercatat dan penggunaan aset 

yang tidak sesuai dengan tupoksi dapat segera dihentikan. 

        Praktikan menggunakan aplikasi SIMAN (Sistem Informasi 

Manajemen Aset Negara) untuk memperoleh laporan hasil inventarisasi. 

Aplikasi SIMAN merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung 

proses pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), yang meliputi 

perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, 

penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang 

dapat diakses oleh Pengelola dan Pengguna. Cara mengoperasikan aplikasi 

SIMAN dan mendapatkan laporan hasil inventarisasi adalah sebagai 

berikut:  

1) Mengisi username dan password, memilih opsi “Pengguna”, 

memilih opsi “KOORDINATOR UAKPB” lalu klik Login. 

2) Klik Inventarisasi Reval.   

3) Klik pada Tab Pelaporan, dan 

4) Terakhir, Klik pada kolom-kolom UAKPB yang tersedia. 
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Gambar III.1. Tampilan depan aplikasi SIMAN. 

Sumber: data diolah oleh penulis. 

 
Gambar III.2. Tampilan dalam aplikasi SIMAN. 

Sumber: data diolah oleh penulis. 

        Setelah membuka kolom UAKPB pada Tab Pelaporan, di dalamnya 

juga terdapat Tab Laporan Hasil Inventarisasi dan Tab Laporan Hasil 

Penilaian yang terlihat pada gambar III.2. 

        Setelah itu, semua data yang ada di kedua Tab tersebut (Laporan 

Hasil Inventarisasi dan Laporan Hasil Penilaian) diunduh lalu dicetak.  
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        Laporan hasil inventarisasi yang direkap oleh Praktikan merupakan 

laporan hasil inventarisasi terhadap aset tetap yang dimiliki oleh 

Kementerian Pertanian, yaitu: 

1) Tanah. 

2) Peralatan dan mesin. 

3) Gedung dan Bangunan. 

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan. 

5) Aset tetap lainnya. 

6) Konstruksi dalam pengerjaan. 

        Praktikan melakukan rekap laporan hasil inventarisasi untuk Provinsi 

Bali, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara 

Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatra Barat dan Sumatra 

Utara. 

 

Gambar III.3. Bagan alir (1). 

Sumber: data diolah oleh penulis. 
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        2) Melakukan revaluasi barang tidak ditemukan (BA-06) dan (BA-08C). 

        Untuk melakukan revaluasi terhadap barang yang tidak ditemukan, 

Praktikan harus menggunakan aplikasi SIMAN. Aplikasi SIMAN 

digunakan untuk mendapatkan BA-06 dan BA-08C. BA-06 berisi daftar 

barang hasil inventarisasi kuasa pengguna barang tidak ditemukan dan 

BA-08C berisi catatan hasil inventarisasi. Kemudian barang-barang yang 

terdapat di BA-06 diketahui kondisinya sesuai dengan yang tertulis di BA-

08C. setelah diketahui kondisinya, barang tersebut diklasifikasikan dan 

dihitung jumlah Nilai Buku-nya ke dalam Laporan hasil tindak lanjut 

BMN sesuai dengan format Tabel III.1. 

Tabel III.1. Contoh format laporan hasil tindak lanjut BMN 

No Klasifikasi BMN Tidak Ditemukan 

Hasil Revaluasi 

Jumlah NUP 

Nilai Buku 

(Rp) 

1. Kesalahan kodefikasi.     

2. Tercatat di satker lain.     

3. 

Kesalahan pencatatan karena kegiatan 

perencanaan dicatat sebagai BMN 

tersendiri. 
    

4. 

Kesalahan pencatatan karena kegiatan 

renovasi dicatat sebagai BMN 

tersendiri.     

5. Kesalahan Pencatatan Ganda. 

 
 

6. 
Aset sudah dihibahkan, dialihstatuskan 

atau dihapus.   

7. Penggabungan NUP BMN.     

8. 
Kesalahan kodefikasi atau klasifikasi 

(yang bukan objek revaluasi). 
    

9. 
Kesalahan Pencatatan barang pihak 

ketiga.   

10. Tidak diketemukan fisiknya. 

 
 

Jumlah 

  Sumber: data diolah oleh penulis.  
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Gambar III.4. Contoh BA-06. 

Sumber: data diolah oleh penulis. 

 
Gambar III.5. Contoh BA-08C. 

Sumber: data diolah oleh penulis. 

        Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui sebab barang tersebut 

di dalam laporan hasil inventarisasi (BA-06) tertulis sebagai barang tidak 

ditemukan.  
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        Tujuan membuat laporan hasil tindak lanjut revaluasi BMN adalah: 

1) Mendapatkan data barang sesuai realisasi yang sebenarnya. 

2) Melacak barang-barang yang keberadaannya tidak diketahui. 

3) Menciptakan tertib administrasi BMN. 

4) Mengetahui aset negara yang sebenarnya. 

5) Merencanakan penghapusan BMN. 

6) Efektivitas dan efisiensi pengendalian dan pengawasan BMN. 

        Praktikan membantu melakukan revaluasi barang tidak ditemukan 

dan pembuatan Laporan hasil tindak lanjut BMN untuk Provinsi Aceh, 

Jawa Timur, Jambi, Riau, Sumatra Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, 

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. 

         Laporan hasil tindak lanjut BMN berguna untuk mengetahui 

penambahan dan pengurangan aset tetap. Penambahan dan pengurangan 

aset tetap dapat dilihat pada lampiran laporan BMN per semesteran atau 

tahunan.  
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Gambar III.6. Bagan alir (2). 

Sumber: data diolah oleh penulis. 

        3) Membuat kertas kerja inventarisasi kuasa pengguna barang.  

        Praktikan menerima berkas-berkas Berita Acara Pinjam Pakai (BA 

PINPAK) kendaraan dinas roda empat dan roda enam Direktorat Jenderal 

Perkebunan. Setelah itu, Praktikan membuat kertas kerja inventarisasi 

kuasa pengguna barang alat angkutan kendaraan bermotor roda empat dan 

roda enam berupa tabel di excel dengan memasukkan klasifikasi 

kendaraan tersebut sesuai format. 
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         Format kertas kerja inventarisasi kuasa pengguna barang alat 

angkutan kendaraan bermotor roda empat dan roda enam dijelaskan pada 

gambar III.7. 

 
Gambar III.7. Contoh kertas kerja inventarisasi kuasa pengguna barang. 

Sumber: data diolah oleh penulis. 

         Setelah itu, kertas kerja inventarisasi kuasa pengguna barang ini akan 

menjadi laporan hasil inventarisasi yang akan diunggah ke dalam aplikasi 

SIMAN. Tujuannya agar aset tetap di dalam laporan hasil inventarisasi ini 

bisa diketahui, dikelola dan diaudit oleh lembaga pemerintahan lainnya 

yang membutuhkan.  

        Praktikan juga diberikan SK kepemilikan kendaraan dinas Direktorat 

Jenderal Perkebunan untuk dicek kembali apakah Berita Acara Pinjam 

Pakai (BA PINPAK) kendaraan dinas tersebut sudah sesuai SK Juni 2018. 

Jika ditemukan perbedaan pada SK Juni 2018 dengan BA PINPAK, maka 

Praktikan memisahkan BA PINPAK yang berbeda agar diperbaiki dan 
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diperbarui sesuai SK Juni 2018. Kemudian Praktikan membuat presentasi 

laporan di excel mengenai jumlah kendaraan yang Berita Acara Pinjam 

Pakai-nya sudah sesuai dengan SK Juni 2018. 

 
Gambar III.8. Contoh laporan presentasi hasil rekap. 

Sumber: data diolah oleh penulis. 

 

Gambar III.9. Bagan alir (3). 

Sumber: data diolah oleh penulis. 
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        4) Membuat akun 526. 

         Akun 526 adalah belanja barang untuk diserahkan kepada 

masyarakat atau Pemda. Belanja barang merupakan pembelian barang dan 

jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan 

maupun tidak dipasarkan. 

         Berdasarkan basis akuntansi yang digunakan dalam laporan 

keuangan pemerintah, belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum 

Negara (KUN) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun 

yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 

oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas 

Umum Negara (KUN). 

 
Gambar III.10. Struktur belanja barang. 

Sumber: www.perbendaharaan.go.id 
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         Akun 526 terdiri dari beberapa Mata Anggaran Kegiatan (MAK). 

Mata Anggaran Kegiatan adalah bagian tertentu pada anggaran belanja 

(yang menunjukkan untuk apa uang tertentu kelak dibelanjakan). Dengan 

kata lain, artinya akun 526 merupakan pencatatan belanja barang-barang 

untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemerintah Daerah yang terdiri 

dari kumpulan Mata Anggaran Kegiatan 526. 

         Rincian MAK 562 yang terdapat di dalam akun 526 adalah sebagai 

berikut: 

1) MAK 526.111 Belanja tanah untuk diserahkan kepada 

masyarakat/Pemerintah Daerah.  

2) MAK 526.112 Belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan 

kepada masyarakat/Pemerintah Daerah.  

3) MAK 526.113 Belanja gedung dan bangunan untuk diserahkan 

kepada masyarakat/Pemerintah Daerah.  

4) MAK 526.114 Belanja jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan 

kepada masyarakat/Pemerintah Daerah.  

5) MAK 526.115 Belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan 

kepada masyarakat/Pemerintah Daerah. 

6) MAK 526.211 Belanja barang penunjang kegiatan Dekonsentrasi 

untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah.  
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7) MAK 526.212 Belanja barang penunjang Tugas Pembantuan untuk 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah.  

8) MAK 526.311 Belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada 

masyarakat/Pemerintah Daerah. 

         Akun 526 yang Praktikan buat berisi tentang daftar rincian Barang 

Milik Negara (BMN) yang merupakan hasil pengadaan melalui proses 

belanja barang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. 

 
Gambar III.11. Contoh pencatatan akun 526. 

Sumber: data diolah oleh penulis. 

         Akun 562 yang Praktikan buat merupakan lampiran dari surat Berita 

Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BAST BMN). BAST BMN 

berisi mengenai surat serah terima Barang Milik Negara (BMN) 

pengadaan satuan kerja yang berasal dari dana belanja barang akun 526 

dari Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian Republik 

Indonesia kepada Pemerintah Daerah.  
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        Praktikan membuat akun 526 untuk Provinsi Bengkulu, Kepulauan 

Riau, Riau, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Maluku Utara, 

Sulawesi Utara, Sumatra Barat dan Sumatra Selatan. 

        Barang-barang yang ada di dalam akun 526 akan dicatat sebagai 

persediaan di dalam laporan keuangan Kementerian Pertanian. Persediaan 

merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) 

yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional 

Pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau 

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.  

 

Gambar III.12. Bagan alir (4). 

Sumber: data diolah oleh penulis. 
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5) Menempelkan stiker ke barang baru untuk di Sekretariat Direktorat 

Jenderal  Perkebunan. 

        Praktikan menempelkan stiker kode barang sesuai dengan kategori 

barang. Barang-barang yang ditempelkan stiker oleh Praktikan yaitu: 

laptop, scanner, televisi, printer dan handphone. 

 

Gambar III.13. Bagan alir (5). 

Sumber: data diolah oleh penulis. 

C. Kendala Yang Dihadapi 

        Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang 

dilaksanakan di Kementerian Pertanian, terdapat sejumlah kendala yang Praktikan 

hadapi. Adapun kendala-kendala yang Praktikan hadapi antara lain: 

1) Saat awal PKL, Praktikan hanya diberikan tugas melakukan rekap Berita 

Acara Pinjam Pakai (BA PINPAK) kendaraan dinas di kantor pusat 
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Kementerian Pertanian ke dalam kertas kerja inventarisasi kuasa pengguna 

barang. Hal tersebut membuat Praktikan kurang nyaman saat awal PKL 

dan ingin bertanya banyak mengenai tugas lain yang dapat Praktikan 

kerjakan. 

2) Banyak kode, singkatan atau istilah yang Praktikan belum banyak tahu. 

D. Cara mengatasi Kendala 

        Meskipun terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan kegiatan Praktik 

Kerja Lapangan, namun kendala tersebut tidak menjadi hambatan bagi Praktikan. 

Sehingga pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dapat berjalan dengan 

lancar. Dalam mengatasi kendala tersebut, Praktikan mengatasinya dengan 

langkah-langkah berikut ini: 

1) Saat awal kegiatan PKL, Praktikan diberikan arahan oleh Bapak Gento 

selaku Eselon III dan Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan agar 

tidak malu untuk bertanya kepada beliau ataupun PNS lainnya di ruangan 

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terkait hal apapun. Hal tersebut 

Praktikan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Praktikan dengan rutin 

berkomunikasi dengan beliau maupun dengan PNS lainnya terkait tugas-

tugas maupun hal lain yang dapat membantu proses kegiatan PKL 

Praktikan. 

2) Gudykunts dan Kim (2003) menyatakan bahwa, “Setiap individu harus 

menjalani proses adaptasi kala bertemu atau berinteraksi pada lingkungan 

barunya”. Setiap orang harus beradaptasi agar dapat bermanfat bagi 

lingkungan barunya. Agar dapat beradaptasi dengan individu-individu 
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baru di lingkungan kerja, Praktikan rutin melakukan komunikasi terkait 

hal-hal yang lawan bicara Praktikan sukai dengan maksud untuk 

membangun hubungan kerja yang baik. 

3) Untuk mengetahui istilah-istilah yang baru Praktikan dengar, Praktikan 

mencari dan mempelajari terlebih dahulu melalui internet atau buku 

Pedoman Administrasi Keuangan yang disediakan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

        Setelah melakukan kegiatan PKL di Kementerian Pertanian Bagian 

Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 

Praktikan mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan mengenai dunia 

kerja nyata. Kesimpulan yang dapat Praktikan ambil adalah sebagai berikut: 

1) Praktikan mengetahui cara menilai kembali aktiva tetap yang dimiliki oleh 

Kementerian Pertanian.  

2) Praktikan mengetahui cara melakukan pencatatan aktiva tetap yang 

dimiliki oleh Kementerian Pertanian berupa kendaraan ke dalam kertas 

kerja inventarisasi. 

3) Praktikan mengetahui cara membuat akun 526 yang merupakan belanja 

barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda. 

4) Praktikan memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai ruang lingkup 

pekerjaan dalam bidang manajemen keuangan. 
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B. Saran 

        1) Saran untuk Universitas Negeri Jakarta 

a. Universitas Negeri Jakarta khususnya Program Studi S1 Manajemen 

dapat membantu Mahasiswa yang kesulitan mencari tempat untuk 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dengan memberikan sejumlah 

referensi mengenai perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama 

dengan Universitas Negeri Jakarta.  

b. Mempermudah proses pembuatan izin Praktik Kerja Lapangan. 

        2) Saran Untuk Mahasiswa 

a. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan baik, karena 

komunikasi yang baik sangat diperlukan saat pelaksanaan Praktik 

Kerja Lapangan. 

b. Mengupayakan agar selalu aktif saat melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan dan mudah beradaptasi. 

c. Diupayakan terlebih dahulu mengetahui banyak informasi terkait 

perusahaan yang akan dituju sebelum memulai Praktik Kerja 

Lapangan. 

        3) Saran Untuk Kementerian Pertanian. 

a. Diharapkan Kementerian Pertanian membuat prosedur dan Job 

Description yang jelas bagi Mahasiswa yang akan melaksanakan 

program Praktik Kerja Lapangan.  
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Lampiran 1 

Surat izin PKL 
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Lampiran 2 

Surat keterangan selesai PKL 
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Lampiran 3 

Lembar penilaian PKL 
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Lampiran 4 

Daftar hadir PKL 
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Lampiran 5 

Daftar kegiatan harian 

No Hari/Tanggal Waktu Kegiatan 

1. Rabu, 1 Agustus 2018 08.00 – 15.00 

1. Penempatan di Sekretariat 

Direktorat Jenderal 

Perkebunan Bagian 

Keuangan dan 

Perlengkapan 

2. Mengenal dan mempelajari 

Peraturan Menteri 

Pertanian Republik 

Indonesia nomor: 

43/Permentan/OT.010/8/20

15 oleh pak Gento 

2. 
Kamis, 2 Agustus 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Mengenal dan mempelajari 

buku Pedoman 

Administrasi Keuangan 

Kementerian Pertanian 

oleh bu Desi 

3. 
Jum’at, 3 Agustus 

2018 
08.00 – 16.30 

1. Mengenal BA Pinjam 

Pakai kendaraan dinas roda 

empat oleh pak Anto 

2. Mengenal database 

kendaraan dinas roda 

empat Direktorat Jenderal 

Perkebunan oleh pak Anto 

3. Melakukan penyesuaian 

BA Pinjam Pakai 

kendaraan dinas roda 

empat dengan database 

kendaraan dinas roda 

empat Direktorat Jenderal 

Perkebunan 

4. Senin, 6 Agustus 2018 08.00 – 15.00 

1. Mengenal kertas kerja 

inventarisasi kendaraan 

dinas roda empat oleh pak 

Dawud 

2. Membuat kertas kerja 

inventarisasi kendaraan 

dinas roda empat 

3. Melakukan rekap BA 

Pinjam Pakai ke kertas 
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kerja inventarisasi 

kendaraan dinas roda 

empat 

5. 
Selasa, 7 Agustus 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Melakukan rekap BA 

Pinjam Pakai kendaraan 

dinas roda empat ke kertas 

kerja inventarisasi 

kendaraan dinas roda 

empat 

6. Rabu, 8 Agustus 2018 08.00 – 15.00 

1. Melakukan rekap BA 

Pinjam Pakai kendaraan 

dinas roda empat ke kertas 

kerja inventarisasi 

kendaraan dinas roda 

empat 

7. 
Kamis, 9 Agustus 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Melakukan rekap BA 

Pinjam Pakai kendaraan 

dinas roda empat ke kertas 

kerja inventarisasi 

kendaraan dinas roda 

empat 

8. 
Jum’at, 10 Agustus 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Melakukan rekap BA 

Pinjam Pakai kendaraan 

dinas roda empat ke kertas 

kerja inventarisasi 

kendaraan dinas roda 

empat 

9. 
Senin, 13 Agustus 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Melakukan rekap BA 

Pinjam Pakai kendaraan 

dinas roda empat ke kertas 

kerja inventarisasi 

kendaraan dinas roda 

empat 

2. Menyesuaikan BA Pinjam 

Pakai kendaraan dinas roda 

empat dengan SK Juni 

2018 

10. 
Selasa, 14 Agustus 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Melakukan rekap BA 

Pinjam Pakai kendaraan 

dinas roda empat ke kertas 

kerja inventarisasi 

kendaraan dinas roda 

empat 

2. Menyelesaikan kertas kerja 

inventarisasi kendaraan 

dinas roda empat 
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3. Mengerjakan presentasi 

laporan hasil rekap BA 

Pinjam Pakai 

11. Rabu,15 Agustus 2018 08.00 – 15.00 

1. Menginstal aplikasi 

SIMAN (sistem informasi 

manajemen aset negara) 

2. Mengenal dan mempelajari 

aplikasi SIMAN (sistem 

informasi manajemen aset 

negara) oleh bu Helen 

3. Melakukan rekap laporan 

hasil inventarisasi provinsi 

Sumatra Barat 

12 
Kamis, 16 Agustus 

2018 
08.00 – 16.30 

1. Melakukan rekap laporan 

hasil inventarisasi provinsi 

Sumatra Barat 

2. Melakukan rekap laporan 

hasil inventarisasi provinsi 

Sumatra Utara 

3. Melakukan rekap laporan 

hasil inventarisasi provinsi 

Bengkulu 

4. Melakukan rekap laporan 

hasil inventarisasi provinsi 

Kepulauan Riau 

13 
Senin, 20 Agustus 

2018 
08.00 – 16.00 

1. Melakukan rekap laporan 

hasil inventarisasi provinsi 

Kalimantan Selatan 

2. Melakukan rekap laporan 

hasil inventarisasi provinsi 

Bali 

3. Melakukan rekap laporan 

hasil inventarisasi provinsi 

Nusa Tenggara Barat 

4. Melakukan rekap laporan 

hasil inventarisasi provinsi 

Sulawesi Tengah 

14 
Selasa, 21 Agustus 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Melakukan rekap laporan 

hasil inventarisasi provinsi 

Sulawesi Tengah 

2. Melakukan rekap laporan 

hasil inventarisasi provinsi 

Sulawesi Tenggara 

15 
Kamis, 23 Agustus 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Mengenal berita acara 

serah terima (BAST) 

barang milik negara 
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(BMN) dan akun 526 oleh 

bu Helen 

2. Membuat BAST BMN dan 

akun 526 provinsi 

Lampung 

3. Membuat BAST BMN dan 

akun 526 provinsi 

Bengkulu  

16 
Jum’at, 24 Agustus 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Membuat BAST BMN dan 

akun 526 provinsi 

Kepulauan Riau 

2. Membuat BAST BMN dan 

akun 526 provinsi Riau 

17 
Senin, 27 Agustus 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Membuat BAST BMN dan 

akun 526 provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

2. Membuat BAST BMN dan 

akun 526 provinsi Maluku 

Utara 

18 
Selasa, 28 Agustus 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Membuat BAST BMN dan 

akun 526 provinsi 

Gorontalo 

2. Membuat BAST BMN dan 

akun 526 provinsi Riau 

19 
Rabu, 29 Agustus 

2018 
08.00 – 15.30 

1. Membuat BAST BMN dan 

akun 526 provinsi Jawa 

Barat 

2. Membuat BAST BMN dan 

akun 526 provinsi 

Sulawesi Utara 

20 
Kamis, 30 Agustus 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Membuat BAST BMN dan 

akun 526 provinsi Jawa 

Tengah 

2. Membuat BAST BMN dan 

akun 526 provinsi 

Sumatera Barat 

21 
Jum’at, 31 Agustus 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Membuat BAST BMN dan 

akun 526 provinsi 

Kalimantan Barat 

2. Membuat BAST BMN dan 

akun 526 provinsi 

Sumatera Selatan 

22 
Senin, 3 September 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Membuat BAST BMN dan 

akun 526 provinsi Bangka 

Belitung 

23 Selasa, 4 September 08.00 – 15.00 1. Mempelajari cara 
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2018 meregistrasi barang baru 

bersama pak yudha dan bu 

vera 

2. Melakukan registrasi 

printer baru di gudang 

lantai 5 gedung C  

24 
Rabu, 5 September 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Menuliskan laporan tindak 

lanjut hasil pengawasan 

2. Melakukan registrasi 

printer baru di gudang 

lantai 5 gedung C 

25 
Kamis, 6 September 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Melakukan registrasi 

scanner baru di gudang 

lantai 5 gedung C 

2. Melakukan registrasi 

laptop baru di gudang 

lantai 5 gedung C 

26 
Jum’at, 7 September 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Melakukan registrasi 

laptop baru di gudang 

lantai 5 gedung C 

2. Melakukan registrasi 

handphone baru di 

ruangan Bagian Keuangan 

dan Perlengkapan 

27 
Senin, 10 September 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Melakukan registrasi 

printer baru di gudang 

lantai 5 gedung C 

2. Melakukan registrasi laptop 

baru di gudang lantai 5 

gedung C 

28 
Rabu, 12 September 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Melakukan registrasi 

laptop baru di gudang 

lantai 5 gedung C 

29 
Kamis, 13 September 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Melakukan registrasi 

laptop baru di gudang 

lantai 5 gedung C 

2. Melakukan registrasi 

scanner baru di gudang 

lantai 5 gedung C 

3. Melakukan registrasi TV 

baru di gudang lantai 5 

gedung C untuk ruang 

tunggu klinik pratama 

Direktorat Jendral 

Perkebunan 

30 Jum’at, 14 September 08.00 – 17.00 1. Mengetahui cara 
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2018 merevaluasi barang tidak 

ditemukan (BA-06) dan 

(BA-08C) oleh pak yudha 

2. Melakukan revaluasi 

barang tidak ditemukan 

(BA-06) dan (BA-08C) 

provinsi Aceh 

31 
Senin, 17 September 

2018 
08.0 – 16.00 

1. Melakukan revaluasi 

barang tidak ditemukan 

(BA-06) dan (BA-08C) 

provinsi Sumatra Barat 

32 
Selasa, 18 September 

2018 
08.00 – 16.00 

1. Melakukan revaluasi 

barang tidak ditemukan 

(BA-06) dan (BA-08C) 

BBP2TP 

2. Melakukan registrasi 

laptop baru di gudang 

lantai 5 gedung C  

33 
Rabu, 19 September 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Melakukan revaluasi 

barang tidak ditemukan 

(BA-06) dan (BA-08C) 

BBP2TP 

2. Melakukan revaluasi 

barang tidak ditemukan 

(BA-06) dan (BA-08C) 

provinsi Nusa Tenggara 

Timur 

34 
Kamis, 20 September 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Melakukan revaluasi 

barang tidak ditemukan 

(BA-06) dan (BA-08C) 

provinsi Riau 

35 
Jumat, 21 September 

2018 
08.00 – 16.00 

1. Melakukan revaluasi 

barang tidak ditemukan 

(BA-06) dan (BA-08C) 

provinsi Riau 

36 
Senin, 24 September 

2018 
08.00 – 15.30 

1. Melakukan revaluasi 

barang tidak ditemukan 

(BA-06) dan (BA-08C) 

provinsi Jambi 

2. Melakukan revaluasi 

barang tidak ditemukan 

(BA-06) dan (BA-08C) 

provinsi Jawa Timur 

37 
Selasa, 25 September 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Melakukan revaluasi 

barang tidak ditemukan 

(BA-06) dan (BA-08C) 
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provinsi Bali  

38 
Rabu, 26 September 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Melakukan revaluasi 

barang tidak ditemukan 

(BA-06) dan (BA-08C) 

provinsi Kalimantan Barat 

39 
Kamis, 27 September 

2018 
08.0 – 15.00 

1. Melakukan revaluasi 

barang tidak ditemukan 

(BA-06) dan (BA-08C) 

provinsi Sulawesi 

Selatan 

2. Melakukan revaluasi 

barang tidak ditemukan 

(BA-06) dan (BA-08C) 

provinsi Sulawesi 

Tengah 

40 
Jumat, 28 September 

2018 
08.00 – 15.00 

1. Serah terima berkas – 

berkas  
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